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KONFLIK HUBUNGAN ANTARA EKSEKUTIF
DAN TEGISLATIF DAERAH DALAM KASUS
PENCABUTAN PERIANIIAN KERIASAIVIA

. PENGELOLAAN PASIR DI KABUPATEN
LUMAIAhIG

Aries Harianto S.H^ M.H

Abstract '

Conflict pattern befrueen local executiae and legislatiae in
Lumajang is uery interesting to be discttssed. The pattern desribes

hou tht exec'utiae elected by minori! political parties haae talcen

been pressured by the majorities in parliament utlun the regent as a

Iocal head talces a decison to break an agreeftient on mnnagement of
Semeru sAnd.

kryrords: Conflict, executizte, legislatiae

f. Pendahuluan

fudul di atas merupakan potret dari puncak konflik yang
terjadi antara Bupati dengan DPRD di Kabupaten Lunajang.
Muasal konflik bersumber dari miski*ya dukrrngan kepada
Bupati terpilih periode 2008-20-t 4.' Kenyataan demikian
terjadi karena beberapa partai besar yang mendominasi kursi
di lembagalegislatif memitiki calon masing-masing. Rasa dan
suasana berseberangan rupanya terbawa hirgga dalam ranah
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akibahyu, berbagai

lurnU ttrilttlll, vot. t, No. t, Juni 2oto 53

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ll
PIg FIT I'NTTTEn'STTAS DIOCE SBOEI'JT JEntrBEN,

kebijakan Ekskutif tidak gampang mendapatkan justifikasi
L"gr latif.

Puncak dari pola diametral ini nampak pada sengketa
pasir Semeru antara Bupati dengan PT. MFI yang hi.gga kini
berlarut meskipun dalam ranah Peradilan Tata Usaha Neg ara
telah mendapatkan Putusan Pengadilan yang bersifat final dan
berkekuatan hukum tetap. Bupati kalah. Ekskutif tidak bisa
menerima kenyataan hukum demikian. Sengketa berlanjut
dan kini gifiran Bupati memposisikan diri sebagai pelapor atas
dugaan terjadinya tindak pidarur korupsi dalam perkarcyang
sama. Sementara setoreu:r dana PT MH sebagai kewajiban atas
dasar konsensus yang telah dilembagakan dalam perjanjian,
tanpa alasan hukum yang bisa dipertanggung;awabkarl,
Bupati bersikeras tidak membelanjakan dalam APBD 2070.

Sebenarnya konflik Legislatif-Eksekutif ini dapat
dihindari jiku Bupati tidak mengeluarkan keputusan
pencabutan secara sepihak atas peqaniian kerjasama
operasional pengelolaan pasir Semeru. L"Sslatif yang selarrra
ini telah merekomendasikan relasi hukum antara Bupati
dengan PT MH, ditinggal begitu saja. Secara serta nnerta
keputusan pbncabutan peqaniian dimaksud dilakukan tanpa
melalui proses 'rembug' dengan legislatif.

Karena kebakara.n jenggot, legislatif meluncurkan
interpelasi. Kini interaksi Legislatif-Eksekutif tak ubahnya apt
dalam sekam. Berdasarkan polarisasi konflik demikian tentu
saja memberikan dampak yang tidak kondusif. Tidak saja

dalam perspektif hukum tetapi jrgu akan membangun benih-
benih konflik yang lain pada level masyarakat yang berimbas
secclra kelembaga€rrl.

Tulisan yang ada dihadapan pembaca ini disusun
berdasarkan studi kasus dan disajikan tidak dengan maksud
mengangkat sengketa pasir, namun secara reflektif dari
abstaksi konflik yang ada diharapkan diperoleh pointers

lunU loutllull, vol. t, No. t, luni zotT
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sebagai 
3ernik pemikiran gener /

eskalasi konflik iegislarif - Ekskurealita yffiLg patut dihindari oleh
yang telah digagas dan dicanangkan
tidak lebih sebatas cita_cit+. Dengann samPai dalam menalankan;;#snya,

berkepala ba n tlte top, semenhra regirlatif

,P'h_'p-prinsip H|H#q1r*ulru*keadaan demi *11i fu*enangarury{. Iika
rakyatlah ymgmenjadi kurb*.*enjadi 

ego potitiil muku

7.2 fsu Hukurn
Berdasarka

Er'"utuurtot-ait'#i:frH" flfi. l*" Legislatir dan
adarah , nogo,i*)i;;; #:::::i"* vans harus dijawab
re gutasi r,; ###:,f'#:";{:"W,j*:r_f ##ii

_.:{::;l,T#'#':A*ri*r:ti,m

F;;;,e"_wtrJ!:#ir#:{!'mporitik Bupati *!,-:iu;;,";f#:; p*nf i,,i n{,i"t ,n"a*ppartai-partai di parlemer, ,o*un oo't:y potitii demr*i* ,ia"*sampai mengikis kilerja- a'" pr"a"rrilr= pemerintahan daerah.
Iffiil",Tft11|.i'" r'ut,# *,iJ* i"g*'"J,*o i,r,
agar pem 

rk atau belum mengafurnya maka mendesak
terhadap rtkanlaw,reform
Making sebagai wujud peraturan perundang_;:ft*ff

lnnUlcilfinl , vot. t, No. t, tunid ,|
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2. Kerangka KoneePtual

2J' Pola Huboor"o^"*kutif dan Legislatif lokal dalam

PersPektif otonomi Daeran

Berdasarkan UU No' gZ Tahun 2004' DPRD

bukanlah *"#n*il b;;* dari Pemerintah Daerah'

akan tetapi Uerteauaukan sejajl d'an meniadi mitra dari

Pemerlntah oieraru;""g* 
-d:ltt"i' 

if^e5:i111j
nauPtm f"gt"f;tif dituntut untuk bekerja secara sinergrs

dan sehand";;;J; memelihara serta mengembangkan

komunikasi timuut baik, secara formal dan informal,

langsung *uop* 9k 1""9tag' 
dengan didasari^saling

pengertian, -If""gtupi' Jan.mengisi demi tercapamya

visi pemb""g"""" di kabupaten setemPat'

alan menialankan tugas' berbagai hat bisa saia

teriadi,'ter-""ft rc*ungkinan adanya gesekan-gesekan

bahkal be*fr'l^-U""*It a9^ menentukan sikap dan

keputusan' fiJ"tt"U"t hendaknya ditempatkan sebagai

bagian d*i;J"q*un berdemokrasi sehingga akan

^"igo*,ro'l=ri"e;t*-tff il,1"#ilH;"*ffi
PendaPat sebaiknYa dik"Tb'u

aua ^"*itl"itilit;* 
-" datai situasi yang positif'

ipoto r.-otLgun eksekutif dengan legislatif dapat

dikategorikln m-eniadi tigu' yuito iominasi eksekutif'

dominasi ;g"#' l*" rtuut'ngun yang seimbang

Dalam praktek pemerintahan' ketiia poia tersebut tidak

selalu berialan secara lon' sistel-presidensiil tidak

serta merta teriadi dominasi eksekutif' demikian iuga

dalam sistem parlementer tidak selalu teriadi dominasi

legislatif' Jttti""'i m""urutWeber adalah suatu bentuk

kekgasaan yang di Peyulsanya sadar akan haknya

,rntl'k ot"oi"'itioft' *a*gtturr yang diryrintah sadar

bahwa adalah meniadi kewaiibaruryu utttuk taat kepada

56 irri.iflaturntl,vot' t, No' 7' lani 2o1o
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perintah penguasal.

Dalam praktek penyerenggaraan pemerintahandaerah' bentuk hubungan eksekutif dengan legislatifsetidaknya terbangun dalam g (tiga) poli hubungan,yaitu :

1) pola hubungan searah positif;
2) pola hubungan konflik;
3) pola hub'ngan searah negatif.

Pertama, pola hubungan searah positif terjadiapabila baik eksekutif maupun legislatif i memilikivisi yang sama dalam menjalank; pemerintahan
berdasarkan PrinsiP-prirrip good. goaernance Eksekutifdan legislatif selayuttyu mengembangkan potensiryudan meningkatkan kapasitasnya secara bersama-sama
sehin ggamemiliki pemah€unanyang s.una baiknya dalammenyikapi setiap isu dan agenda fur*u*ur kebijakanpublik dan implementasinya. Adanya pemahaman yangtidak sama, bahkan dalam kapasitas yang tidak seimban&akan menimbulkan ketegangan-ketegangan dalamberkomunikasi yang dapat mengganggu harmonisasikedutulya' Disharmonisasi hub'n"fan antara eksekuttfdan legislatif pada akhirnya hanya akan merugikan

kep entirgur, masyaraka t
Iedua, pola hubungan konfrik terjadi apabilakedua lembaga tersebut saling bertentangan dalamvisinya, sehin ilga me unculkan perilaku dan tindak'rr-tindakan yang tidak produkHf dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah. Pada kondisi yang demiki€ul,

f*T:1,T:iTlT l:d" T"iiJ masvarakat vansakan menilai siapa dianrara kedu*,y;;#;rrtfrfi
1 Moelyarto' 1987' Beberapa Pemikiran tentang syt* Kepartaian di Indonesiaseksi Penerbitan Fakultas sospor uGM, yogyakarta hal 62

lunrt lorillul , vot. t, No. t, luni zoto 57
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per*ariuny. y{:*141 (sarra) ifiltd"ffi

diuii seberaPa be!

#**ff'lffffiffi
.*:",ffi";c dan vls.. ff.1,til1';*r"i-"'
beke{a atas HJ ;;h masYarakat Yang n

aip"tb"ggungiawabkaru .r manakala trubungan

Kondisi ideal "y.1t:1- H#r* pada pota

UlH:n'*rffi'r*lt**'ro;x
atas sistem 

i::":ff1il:-l;;;"'-konsensus 
etis

tetaPi iuga d

i*"oi"t:"trtt budaYa lokal'

u Tilffi:*:r*l*#;P'{:j}ql'lterbangun *'q lT'::ffi-; ' F"ititl- sp,ture akart

xx;:m;*6'gg:H #;H ffi;Pemerintah
masyaratat dengan P."-:T;.oor-i"ttudap kineria

dalarr menggunakan 1*:t'
;:'#*t* tu"'ah dan DPRD'

@, r"r. r, No. r, luni 2o7o
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i

2-2 Relasi Keagenan antaraLegislatif dan Eksekutif ilok"l
Teori prinsipal-agen menganalisis susunan

kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok,
atau organisasi. Salah satu pihak (ltrincipat) mqmbuat
suatu kontr dk, baik secara implisit maupun eksplisit,
dengan 'pihak lain (agent) dengan harapan rbahwa
agen akan bertindak/ melakukan pekerjaan iseperti
ymrg dinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi
pendelegasian wewenang). Pendelegasian terjadii tetika
seseorang atau satu kelompok or€rng (pinsipal) memilih
orang atau kelomPok lain (agenf) untuk bertindak sesuai
dengan kepentitgutt prinsipul.t Menurut Ross3 contoh-
contoh hubungan prinsipal-agen sangat unilrersal. Satu
diantaranya adalah hubungan antara legislatif dan
eksekutif lokal. Eksekutif adalah agen d; l"gigatif
adalah Prinsipal a.Relasi antara prinsiput dan agen
senantiasa terjadi masalah keagen€rr:r. Oleh karena itu,
Persoalan yang sering timbul di antara eksekutif dan
legislatif jugu merupakan persoalan keagerr€r^. 

i

Masalah yang dihadapi legislatur dapat dihrtikan
sebagai fenomena yang disebut agency probtems.Masalah
keagentln paling tidak melibatkan 

- 

d,ru pihuk, j yakni
Prinsrpal, yang merniliki otoritas untuk melakukan
tindakan-tindakart, dan agen, yang menerima
pendelegasian otoritas dari prinsipal. Oalam konteks
pembuatan kebijakan oleh legisl dffi, legislatur adalah
Prinsipul yang mendelegasikan kewerumgan kepada

2 Lupia, Arthur & Maf/r eut McCubbins. 2000. Representation or abdicatibn? Howcitizens use institutions to help delegation succeed . Europe" tt"*ili notitirot
Rese arch 37, hal 29],-g0Z .
3 Ross, Stephen A. 1973. Tlrc econontic theory of agenry: Tlu pnncipal,i problenr.Ameicnn Economic Rniew 6s(2): hal, lwlgg
4 Halim, Abdul' 2w2. Analisis aarian pendapatan asli daerah dala. laporanperhitungan anggaran pend.apatan 

_ 
dan betan;a daerah kabupaten/kota diIndonesia. universitas Gadjah tutuau. Disertasi, InI'g7

lnnrl lrfilhll, voL t, No. t, luni 2oto 59
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i

I

I

age| seperti pemerintah atau parritia di legislafif untuk
medrbuat kebijakan baru. Hubungan keagenan di sini

i

terjadi setelah agen membuat usulan kebiiakan dan
ber{ktur setelah usulan tersebut diterima atau ditolak.

il"f"oons menyebut hubungan eksekutif atau
birqkrasi dengan legislatif atau kongres dengan rurma

self-intdrest modeL Dalam hal fuli, Iegislators itgit dipilih
ker,rb at1i, birokrat i^gio memaksimumkan anggarannya,
dan korrstituen ingin memaksimumkan utilitasnya. Agar
terpilih kemb&H, legislators mencari program dan projects

yang membuabrya populer di mata konstituen. Birokrat
me/ngusulkan program-program baru karena it girr
agency-nya berkembang dan konstituen percaya bahwa
mereka menerima benefits dari pemerintah tanpa harus
membayar biayanya secara penuh.

Dalam hubungan keagencln antara legislatif dan
publik (uoters), legislatif adalah agen dan publik adalah
prinsipal.5 Ccitirens are principals utlrc elect representatiues

to serue as tlrcir agents in parliament, sementara AndvLg'
menyatakan tIrc uoters are tlrc principal of tlrc parliament.

Datiam hal pembuatan kebijakan, Von Hagen 8

berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang
terjadi antara pemilih (uoters) dan legislatif pada dasarnya

5 Tlu Dynamics of Conflict bettueen Bureaucrats and

Legis .E. Sharpe, hal.5

6 basic budgeting problem: AVproaclus to resource

allocatiott irt tlu public sector and tlteir implications for pro-poor budgeting. Center for
Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI) . Working paper

1.47.

7 Andlrig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, lnge Amundsen, Tone Sissener &
Tina Ssreide. 2001. Corruption A Review of Contemporary Research. Clv. Miclrclsen

lnstitute Danlopment Srudies and Hurnen Rights Report R 2001,: 7. Web: http/ / www.
cmi.no. i

I8 Von $Iagen, ]urgen. 2003. Budgeting institutions and public spending, in Shah,
i

Anwar ("d1.). 2003. Handbook on Public Sector Perfonnance Reaisw* Volume'1,: Ensuring

Accountability lMun Therc Is No Bottom Lhrc. Washington, D.C.: The World Bank, hal
169

lunU loulllull, vol. t, No. 7, luni 2o7o
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rnenunjukkan ba aimana aoters memitih politisi untuk
membuat keputusan-kepuhrsan tentang belanja pubtik
unfuk mereka dan mereka memberikan dana dengarr
membayat pajak. Ketika legislatif kemudian terlilat
dalam pembuatan kepuhrsan atas pengalokasian belanja
dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili
kepentitg*, atau preferen-si prinsipal atai pemilihnya.

Pada kenyataannya legislatif sebagai agen bagi
publik tidak selalu memiliki kepentirgut yang sama
dengan publik, seperti dinyatakan oleh Croe6endijke
berikut ini:

Without doubt, tlrc relationship beftueen ,,otrlr, and
politicians in a representatiue democracy can be considered.
t o b e a p rincip aI - a ge n t rel atio nship . V o te r s zp an t p oli ticians
to look after their interests, and in exchange proaide tluse
politicians ruith their aotes and tlrus tuiin positi[ns. Of
course, politicians luzte tlrcir olrn interests,' tuhich may
diueygs fro* tlw aoters' interests. 

]

Pendelegasian memiliki konsekuelrsi 
1 tiaut

terkontrolnya keputusan agen oleh prir*ipal dalam
hubungan legislatif-publik. Mereka menjr"u"urfu
abdikasi (abdication), yakni adanya kondisi di mary agen
tidak dipagari dengan aturan bagaimana tindakan mereka
berpengaruh terhadup kepentirg*, prinsipal. Dalam hat
ini pemilih (aoters) dicirikan sebagai pinat yang tidak
perduli atau tidak berkeinglnan un uk memputifuruhi
Penvakilan (utggota legislatif) yang mereku pilih. 

t
Di sisi lain, legislatur dicirikan sebagai ]pih*yang tidak memiliki waktu, inklinasi (inclinitionf, dan

Pengetahuan untuk mengetahui seluruh teb.ituf,ur,

9 Groehendijk, Nico. 7997. A principal-agent model of cornrpti on. Cime, Lmu €tSocial Change 27:207-ZZg. v -----r 
I

lurrrl lo!illlltt, vot. t, No. t, luni 2oto
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Prg rH uwrstBsTAt uo,c@

esinilahyangmenyebabkanterjadinya
keterwakilanyangtidakmemberikarr

aryaDagr pemitih (prinsipal) atau PihalC yang

diwakili. KedudukL legislutif atau parlemen sebagai

agen dalam hubrr'gannya dengan p.ruut menrrrriukkan

bahwa legislatif *"Liliki rnasal"h keagenan' karena akan

b erus aha rr^tuk memaksimalkan utilitlsny a (s etf-inter e s t)

d,ararn p embuata' keputtrsa' y ang terkait dengan publik'

persoaran a. dication menia t"1t"kin nyata ketika

pubrik tidak memiriki sarana atau instittl ;i formal unttrk

mengawasi kine qale gislatif '

i; iilltli?"o'm terhadap Pora Hubunsan Lesisratir

- Ekskutif
Berdasarkan kerangka konseptual sebagaimana

dipaparkan dla;JapJ dipahami fahwa karakteristik

pola hubunt*t A;;'f .- "tt"i""r 
lokal di kabupaten

Lumalang "9"t'o n'" \tu::t:\i:fT.fiJ" l:ffi?:
i"rr"bot iuti"g bertentangan c

memunculkarl perilaku dan 
' 
tindak*-*1l3 yang

ddak nrourft tJr"i-n*L"t"nssaraal p:i:1T"h*

d,aerah. 
'rt'"olor ^oti^ 

mia 
"nr?tr 

ai tiogtut tegislatif'

Pola demikiii-*'Jpt 91-eh 
sebab seiarah terpillfnya

bupati 200g-ilin ;;gahhkan calon yang diusung partar

yans "'"t;;;;; 
t"'uulvut ai pFno vakni PDI

periuangan';;;;" 
pnN aJr. prs yang berkolaborasi

dalan u*'J niritp dan iu-ga cukup signifikan dalam

,,.'",,*5yjJ;-$11**i;"r',lil"J" ?:'ftr
bernapib sa # *u"tif bupati terpilih

vans T"I[ffiTil#t::tJft, ;;"o* ma,dapu*u'.
secara inter

minoritas dukungan'

52 ffi-u roottttoll, vo'' l, No' 7' lunl 2o1o
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Keadaan demikian kian menutup pintu konfpromi
untuk membangun koridor kebersamaan mengrngat
dalam perjalanan penyelenggclraan pemerintahan
daerah, bupati telah mengambil kebijakan normadf yang
menoreh luka dan ketersinggtngan legislatif. Kebijakan
ini terpaksa dilakukan karena bupati merasa -f*iliki
piutang janji kepada publik yang disosialisasikan pada
saat kampanye pra pilkada. Beberapa janji dimaksud
antara lain :

'lr. Komihnen menutup pengelolaan pasir S(meru
yangselama ini dikerjakan pihak ketiga, yakni PT.
MH.

2. Pemberian dana operasional RT-RW

3. Fasilitasi ambulan kepada setiap desa i

Namun pada saat beberapa komihnen tersebut
harus direalisasikan, terdapat beberapa persoalan
normatrt yang harus dilalui. Pendek kata realisasi
dari materi yang telah dijanlikan oleh bupati tetganjal
norma dan persefirjuan legislatif. Bahkan. khusus
menyangkut penuhrpan pengelolaan pasir Sernerr,
bupati harus berseberangan dengan legislatif. Betapa
tidak. Secara diskriptif kronologis kasus ini berawal sejak
diterbitkannya surat Bupati No. ftA / 1318 / 4ZT .\ / ZOOA

tertan ggal 'J., Januan 2009. Intinya melalui surat telrsebut
Bupati mencabut secara sepihak P.4*jian K"tlnsama
Operasional No.76 Tahun 2005 ( PKO No.16 Tahufl 2005)
antara Pemkab Lumajang dengan PT Mutiara Halim
(PT. MH) tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
Pasir B*gunan di Kabupaten Lumajang.

Secara normdffi, PKO No.76 Tahun 2005 diadakan
berdasarkan Keputusan DPRD Lumajang No. 26 Tahun
2005 tentang Persetujuan Dewan terhadup Purl,*,iian

fumal lenilltul, voL t, No. 7, Juni 2o1o ,63
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Ke ri as ailra op er as ionatr te ntarrg pe n gelolaan B ahan G alian

Golongan c pasir Bangwra. di Kabupaten Lumaiang

a'tara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT'

Mqtiar a Harim. Ke pu tus an D pRD Lumaj ang N o' 26 T ah'n

20d5 merupakan manifestasi dari PERDA Kabupaten

Lumajang No. 5 tah'' Lggg tentang pafak pengambilan

;"t, pl"gorahan Bahan galian Gol c, sebagaimana diubah

de{,gan pERDA No. S4Tahun 2004yang terus dilakukan

;il;;;;"rnaan. Dengan demikian otoritas Bupati yang

bertindak untuk da atas narna pemkab Lrr:rraiang dalam

;+id; di atas bersumber dari persetuiuan DPRD

seuagai unsur pe erenggara pemerintahan daerah' Di

dalanr pasal 4a huruf (k) uu No -92 Tahun 2004 ielas

tersurat bahwa secara fungsional salah satu tugas dan

welwenang DPRD adalah memberikan Persetuiuan

;;rh"dup ,urr.ana kerjasama dengan Pihak ketigu'

I rogikarrya, pKo No.r.6 Tahun 2005 itu tidak akan

ada 
";";;' 

nu*"*i:T, ?::,? -::::i:*"H:117
a.KarenaituPersetuiuanlegislatif

eputusan DPRD Lumafang No ' 26

Tahun 2005 tiad.a lain adalah wuiud implementasi

ketenttran UU No'32 Ahun 2004'Logis iiku DPRD dalam

r."tiaor fungsinya di bida^ gpengontas&n melakukan aksi

interpelasi. Begitu irga ,,r"t yangkut renca'a pemberian

daha operasional RT-RW, Tanpa melihat norma yang

menga"turnya, bupati mend"tuk persettriuan legisltif

'nrtuk 
memberikan persetuiuan dana oparasional RT-

RW. Tentu saia DPRD tidak gamPang memberikan

pefseflriual dengan dalih.hukum bahwa rencana tersebut

bisa d.irealirurikL sepanfang legalitas RT-RW itu tuntas

*"+i*, perdes masing-masing desa. sementara hingga

polemik ini berlangsung, p.rJ", d.imaksud belum ad'a'

Pigtang bupati kepada Publik rupanya tidak mudah

64 Fnat loutltutl , voL I, No' 7, tuni 2o7o
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otoritas memftrngsika' da'a tersebut secara normatil

harus merupaka^ inisiatif bupati berdasarka'Pasal 180'

181. UU No'-32 tahrrrt 2004'

Atas dasar pora hubtrngan a^tara legislatif dan

eksekutif di atas dapat ;tp"huTi dalam PersPektif

hubu^gan keagenan ielah ieriadi segitiga hubungan

kea genan y ang m;lahirka. a^tinomi. Ke a genan le gislatif -

eksekutif berpola konftik, keagenarr "ttttutif-Publik

berpola benefi-ditas tidak terealisisi, keagenan legislatif-

publik tid ak reP r e, ent'tif deng an +": ""-l::latif 
. Publik,

dalarr segitiga keagenan iersebut meniadi ktrrbart'

Denga' kata rain, keirakmrrrT y*g dihlapkan publik

terbenttrr arasa^ normatif. Iika ditam kenyataarnya

pora hubtr^gan regisgtif.da^ eksekudf ini sebagai suattr

konftik d.enga^ iuur. dan argumentasi hukum yang

diyakini masing-masing, *uku hingga hingga kini

be'urr ada sattrpun P"ruTta, nt'ildang-undangan

yang dapat memb"rik* terapi sehingga hubungan

legislatif-eksekutif tersebut merriadi sebuah sinergi yuttg

mengedepankan kompromi-kompromi. .produktifitas

untuk rakyat. potret dili hubung; le.srslatif-eksekutif

di kabupaten Ltunajang t*g aiiia*i seiarah pilkada

sebagai konsekuensi a"*okrasi meruPaka' refleksi

deraiad kehid.rn* demokrasi di seputar kita' Iika

apresiator demokrasi merihat hal ini sebagai keterbatasan

yang harus berproses maka tenttr saia iungatt sampai

alibi demikian iustru T.. esampingkan hak-hak rakyat

*.r"t menikmati Pembangunan'

Di sinirah sebenarnya retak pentingnya hukum

sebagai i'strumen y*; L.*u"rduyakan para pelaku

demokrasi dan personal out put demokrasi baik dalam

ranah ekskutif maupun legrslatif bahwa dibalik Proses

membangun kemak^t'ul.. n?::1,,*"iu1$-O['1:

66
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hal ini jangan sampai menciderai harapan kemakmuranyang didambakan khalayak. S"d"h.;;;;" untukmemPertimbangkan kembali p""y""* L'ur,uraorro
suatu,"fi?H1t,i"Tfr*lr_ffi ruil"ff;i*prosedur 

fta'_rans diterima :r"^l;l,i."o dalamhubungan 
.l""nit ;; ;; yelesaikan konflik_konflik

I$lr"n"di dalam uPaya menciptak* t"ru;unreraan

3'2 Dampak pola Hubungan Konflik Legislatif - EkskutifIika artikulasi pola hlbungan konflik anhralegislatif _. ekskek"i]- iiu"ur.l1"r"uugii ilirtir,r,yudukungan 

"i".ryilg "*Ja-n ekskutif i"t"l"uerapa
*1t-f;i:r:o':T1ul teqaai lau r^n , pu,#i, ia,i ,"gi

"u, "0., 
* illi.fffiJil:'j:"f,ffr jfl*H#*

akan men),ita waktu-ffi .:U:t panjang. pola pikir
il::f, j*"j"o"*an regisluf hlam setiap kebijakan
duduk our,, 

r"r*aorogi ,kita. r:oiri, 
_da^'rft 

yang

gfa,ggft__fift,e]#inffif
secara inrensif |"0* ri*; ";"j*ffi _"rr:,:ruffiIangkah peny;Iengga, J ;;e- intahan a""rut, porupikir dan tindak #_ft;'*"go*-t";;;r;r*
lltJ"ffi:" ""*t 

-rr,""."n 
kesarahan 

"r.ir,rur.

il:ffi ,:#'ff ffi"n*ffi 
-f 

';Xtm-*;muntuk mem"t,fo'ff lf; il ff.'"t"t 
;iet"*;;T'Lo"*t

;Lrffili"i?#tijo soemitrq te84 MasatatrMasatah sosiotogi Hurcaz, sinar Banr

,[rnillonlilhll ,roffi
67
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Ietiga, pora hubungan konftik antara legislatif-

eksekutif tenttr saiamembawa dampak psikologis sebagai

akar carapandang saringcurigayang pada gilirannya akan

membangun sekat atau hambata' bugF proses dialogis

kedual belah Pihak. Berdasarkan d'ampak yang potensial

teriadi sebagaimana tiga item di atas maka dengan

sendiiinya fu'gsi dan kewerumgan masing-masing

pihak,buik r"dratif maupun eksekutif menjadi tidak

optimpl. Bahka' kapasit"r sebagai repTsentasi rakyat

bagi ripnp akan bergesertt menia di Tlrc Representatiue as

n tntstuelz atau sebagai Tlrc lkpresentatiae as a Partisan"'

burun,dengankapasitas idear yang didambaka^ yakni Tlrc

RePresentatiae as o delegateta

4. PenuhrP

4.L KesimPulan
Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat

disimpulka'beberupu hal tenta^g musafab dan dampak

dari pola hub'^g; konftik sebagai akibat miski'nya

duk'^gan regisr"uf terhadup ekskutif antara lain :

f_. Konflik itu diakibatka' karena kuabnya lrdaya
patrimonial di dalarn diri Bupati da'anggota DPRD.

Dararrr budaya semac.un itu, mereka memiliki

ko^sep kekuasaan tu^ggar. Buquti dan DPRD sama-

sarna,,.;t"di predatoratas sumber-sumber yang ada

11, Abcarian Massannat Abcarian, Girbert and George s' Masannat' L970'

contenrporary potiticar systutt flit intruduction To Goaernnrcnt' New York' charles

il%"f,fH;Hl Ksi wakil mernandans diri pribadinva sebagai orang bebas

membuat keputusan clan mengkud upu vig ai. p"tti*bTgkan betul di mana

sebagian besar berdasarkan key-akin*- ,tibadi maupun hati luhurnya

13 si wakil bertindak sesuai-dengan keingT* partai yang mendukunS' setelah

si wakil dipilih oleh Paftai meniadi anggota dewan

14 si wakil bertindakn sebagai o*JJo atau duta yang diwakilinya sedemikian

rupa sehingga dia seraru mengil,uti instnrksi dan p"totqrtt yang diwakilinya dalart

melaksanakan tu gas-tu gas

68 Frnl| Ionilllutl , vol. I, No' 7, luni 2o7o
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,iiT,l""jl:,liT1 *11, 
. 
send,rl: Io*epsi budaya

l1-{alank1, .d.ulam sis tem po ri rik t""i ;"ffi;
L-::T,1ri.t*t" leJarr o*i\ ;tril;;*,llra Lxldrr puraK. AKhtrnyh yang

:,:r*: :,*lll:** tir"T i*rka, *;;;;,h siapa

Ii:lf111q :":,y1,u Ko*fr :*akin diper;,;;
3:::lllo"o ridak memiriki ikatan ;;dJ il'#partai di DPRD.

3.

Produk hukum dalam bentuk perafuran perund*g_undangan Img ada belum mengatur ataumengakomodasikan terhadup kenyataan akarrterjadityu pola hubungan konflik antara lagislatifekskekutif yang pudu gilirarurya menciptakankondisi 
-yang fid;tc kond.'usif aig kepenti.gur,masyarakat sebagai sasaran kebers€unaan dan

p ro duk tifi tas kemi traan I e gisla tif- eks eku tif.
Pola hubungan konflik antara legislatif-eksekutif
merupakan dampak negatif atas" diterapkaruryaotonomi daerah yang merahirkan otoritas elityang lepas kontrol din ego poritik erit denganmengesampingkan rambu_rarnbu dan visipembangunan daerah.

/

4.2 Sara

Dalam ,-:ibangun harmonisasi hub''ganeksekutif-legistatif, adi beberupl hal qentingi yangmenjadi perhatian bersama antara eksetutir a rr rEbt-htifantara lain adalah r 
r - ^_^ ^ r_ 

P-

7- Dibutuhkan adanya pemahaman yang sam* akankedudukannya yang iejajar dan *;;posisikhn dirisebagai mitra safu dengan rainrrya. t-";^"1"
2' Peningkatan kapasitas seharusnya dil"[uka*secara bersama-sama antara eksekutif dan l"girt frf,sehin ggamemiliki pemahaman yang s'una tuihudupsuafu isu atau agenda.
3' Eksekutif dan Iegislatif secara bersama-sama

t[tDal Xorlilffil , vot. t, No. t, Juni 2oro
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5.

6.

@tr, uo I. t, No. r, luni 2o7o

,cengan harapart agar hukum positif yang- secara

frrngsiorrJ 
^ kh.rro, mengutl, P"'-urintahan

i daerah 
-b"r,ur+.rru, dapat menialankan f'ngsr

dan peranannyu^-r"u 
nqi, instrumen dinamisator

i hubd';. g*iatif -eksekudf '
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